BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Majelis Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu merubah
susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55
Tahun 2016 tentang kinerja Majelis Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;

bahwa  berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55
Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11.Peraturan...
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11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 55 TAHUN
2016 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor
55) diubah sebagai berikut:

1. Setelah ayat (8) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (9) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan
adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan
secara:

a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas
oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima
laporan; dan

b.tertulis...
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b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan
identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu
sebagaimana format dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

(2) Penerima laporan dan/atau pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh semua SKPD.

(3) Laporan dan/atau pengaduan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti
harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan
dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori
pelanggaran kode etik, maka Kepala SKPD
mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan
kepada BKD selaku Sekretariat Majelis.

(5) BKD dapat meminta saran instansi/SKPD lain yang
dianggap berkompeten.

(6) BKD selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada
Bupati disertai pembentukan Majelis Kode Etik atas
tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik
dan BKD bekerja dengan prinsip praduga tak
bersalah.

(8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja
sejak laporan/ pengaduan diterima Bupati harus
sudah menjatuhkan putusan.

(9) Selain berdasarkan laporan dan/atau pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan
pelanggaran kode etik dapat dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan hasil analisa terhadap petunjuk-
petunjuk awal berupa informasi dari media massa,
media elektronik, surat dan/atau petunjuk-
petunjuk lainnya yang memperkuat adanya dugaan
pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Susunan  keanggotaan  Majelis Kode Etik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
terdiri dari:

a.Ketua...
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a. Ketua merangkap anggota : Wakil Bupati;

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Bondowoso

c. Sekretaris merangkap anggota: Asisten

Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bondowoso;
d. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bondowoso;
2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bondowoso.
Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 22 diubah
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 22

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan
hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat
Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk,
sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral
kepada PNS yang bersangkutan.

(2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik

(3)

(4)

menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai disiplin PNS, Majelis Kode
Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk
untuk dilakukan tindakan administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
Majelis Kode Etik.

Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik,
PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan
paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

Pasal II...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap
pengundangan
penempatannya

Bondowoso.

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 ™Mer 2020

mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan
Berita Daerah  Kabupaten

Bupati ini dengan

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Mer 2020

BUPATI[BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

SEK DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 37



